Menimbang :

Mengingat :

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KUBU RAYA.

bahwa agar pengaturan keuangan desa berjalan sesuai
dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Desa, perlu  mengatur
Pengelolaan Keuangan Desa,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

" B



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.



10.
11.
12,

13.

14,

15.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistemn pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyvawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau vang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang vang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk rekening kas desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekeing kas desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
Belanja Desa adalah semua pengeluaran vang merupakan kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh
Desa.

Pembiayvaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnva,



16.

7.

18.

19.

20.

21,

23.

24.

26.

27.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD,
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai
koordinator PPKD.

Kepala Urusan, vang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa
vang berkedudukan sebagai unsur staf sckretariat Desa yang
menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, yang sclanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha vang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sclama satu
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap Kkegiatan, anggaran yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk Kkegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB

Desa.

s



28.

29.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang sclanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan,
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

)(Dokumcn Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat

31.

32.

33.

34.

DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia
barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan
jasa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
olech Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasar Pengelolaan keuangan desa dalam masa 1

(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.



BAB 11
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa
yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;

¢. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB
Desa.

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berasal dari unsur

Perangkat Desa, vang terdiri dari:

a. Sekretaris Desa;

Kaur dan Kepala Seksi; dan

c. Kaur Keuangan,

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas
sebagai koordinator PPKD.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;



b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan
perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas
PPKD;

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB
Desa.

Pasal 6
(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas
sebagai pelaksana kegiatan anggaran,
(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban v/
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, Q—}"

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang \
tugasnya; dan

f. menvusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang
tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5]

(1)

(2)

(3)

Pasal 7
Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa vang karena sifat dan jenisnva tidak dapat
dilakukan sendiri.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, vang terdin
atas:

a. ketua;

b, sekretaris; dan

¢. anggota.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) vaitu pelaksana
kewilayahan,
Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada
saat penyvusunan RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan
Kepala Desa.

Pasal 8

Kaur keuangan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, mempunyai tugas:

a. menyusun RAK Desa; dan

b.melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan,
menyetorkan /membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

BAB 11
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

(1) APB Desa terdiri dari:

a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.



(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan
rincian objek belanja

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diklasifikasikan
menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10
Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening,

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 11
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,
yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yvang menjadi
hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
kelompok:
a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
¢. pendapatan lain,
Pasal 12
(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

¢. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Desa lain.

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain
bagi hasil BUM Desa.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah
kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum,
jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ adalah penerimaan vang berasal dari sumbangan masyarakat
Desa.

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
antara lain hasil pungutan Desa.

<NE



Pasal 13
(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b,

terdiri atas jenis:

a. dana Desa;

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;

c. alokasi dana desa,

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan
huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus] dan paling
banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf c, terdin atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa

b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan (\/
penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

bunga bank; dan
pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua Q:‘-

Belanja k
Pasal 15

™o

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa,

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 16
Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
¢. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdavaan masvarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai
dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam
sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 17

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a

dibagi dalam sub bidang:

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional
pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

¢. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan

e. pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b
dibagi dalam sub bidang:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. kawasan permukiman,

e. kehutanan dan lingkungan hidup;

f. perhubungan, komunikasi dan informatika;

g. energi dan sumber daya mineral; dan

h. pariwisata;

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢
dibagi dalam sub bidang:

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat,;
b. kebudayaan dan kegamaan;,

¢. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d
dibagi dalam sub bidang:

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian dan peternakan;

c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga:

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

f, dukungan penanaman modal, dan

g. perdagangan dan perindustrian.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e
dibagi dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
¢ keadaan mendesak.

Pasal 18
Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan
ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa
Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode
rekening vang sama,
Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum
dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode
90 sampai dengan 99.
Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala
Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang
anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan
lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Q/

Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tidak diterapkan ; s

dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

X



Pasal 20

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dianggarkan
untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan
pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta
tunjangan BPD,

(2) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,

(3) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB
Desa.

Pasal 21

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara
lain untuk:

a. operasional pemerintah Desa;

b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;

c. kegiatan sosialisasi /rapat/pelatihan/ bimbingan teknis;
d. operasional BPD;

e. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan

f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e vyaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan Desa.

Pasal 22

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢, digunakan
untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dan 12
(dua belas) bulan dan menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.



Pasal 23

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak vang berskala lokal Desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada avat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana
alam dan bencana sosial,

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya
kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menvebabkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat.

(5] Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami
kedaruratan.

Pasal 24

(1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian r,
peristiwa yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan. Angin topan/puting beliung,
kebakaran lahan dan hutan serta tanah longsor.

(2) Ketentuan kriteria bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa vang diakibatkan oleh manusia yang Y
meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan |
teror,

(3) Dalam penangganan awal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2) maka, Kepala Desa menetapkan kondisi status tanggap darurat
bencana vang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana
alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Bupati berupa kegiatan vang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani
dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:

a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;

b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi.

c. penyelamatan sertapemulihan sarana dan prasarana,

d. mengawali pembuatan dapur umum,;

e. rehab ringan rumah penduduk yang terdampak bencana;

. penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; dan

g. pemulihan akses jalan desa yang bisa dilakukan untuk penangganan awal.

Pasal 25

kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya
penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga
atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar
masyarakat.

Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
merupakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman,
ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial yang
memerlukan penangganan segera.

Pasal 26

kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
adalah keadaan yang memaksa untuk dilakukan, dipenuhinya, dan
diselesaikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan
dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan
pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau
pelayanan sosial.

kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang sama sckali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber

pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.



Pasal 27

Tata cara penggunaan anggaran penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak dalam APB desa sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Kepala Desa menetapkan status bencana, keadaan darurat dan keadaan
mendesak dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Desa meminta Kasi/Kaur sesual bidang tugasnya untuk mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi Reéncana Anggaran Biaya
(RAB) untuk anggaran penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak, yang di verifikasi oleh Sekretaris Desa;
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disampaikan kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung mulai SPP.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 28

Pembiayaan Desa secbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b, pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
huruf a, meliputi:
a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan

bangunan.
SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja,
dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

g"
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(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan
kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 30

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b,

terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal.

Pasal 31

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a
dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus dibebankan dalam | (satu) tahun anggaran,

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

¢. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan

¢. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan,

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

{5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan

Kepala Desa. v‘
Pasal 32

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b antara lain {1
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau (\J,‘
pelayanan kepada masyarakat. Y

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan
Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam
APB Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah
kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
mengenai pengelolaan keuangan Desa.



BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 33

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a.
b
C
d.
d
(1)

(2)

(3

(1)
(2)
(3
(1)
(2)

(3)

(4)

percncanaan;

. pelaksanaan;

penatausahaan;
pelaporan; dan

. pertanggungjawaban.

Pasal 34
Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dilakukan dengan Basis Kas.
Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem

informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 35

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa
yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Rancangan APB Desa yang tclah disusun merupakan bahan penyusunan
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 36
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada Kepala Desa.
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
bersama dalam musyawarah BPD.
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa scbagaimana dimaksud pada
ayal (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa yvang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat
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(5)

(1)

(2)

(1)

melakukan kegiatan yang Berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 37
Atas dasar kescpakatan bersama kepala Desa dan BPD scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Kepala De¢sa menyiapkan Rancangan
Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi

(3)

(1)

(2)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

4. surat pengantar,
rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;
Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
berita acara hasil musyawarah BPD.
Keputusan BPD tentang persctujuan Penetapan Rancangan Peraturan
Desa Tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.
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Pasal 39
Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terkait
dalam pelaksanaan evaluasi.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
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(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa dimaksud
beriaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Ilebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan
menjadi Peraturan Desa.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan
penyvempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 40

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5] tidak
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi
Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan
Keputusan Bupat.

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan
dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 41
Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada camat atau sebutan lain.

Pasal 42

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa,

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
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(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa
tentang APB Desa,

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan
Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 43

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.

Pasal 44

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

¢. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun scbelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP
Desa.

Pasal 45

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala
Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;
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b. Keadaan yang menvebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya
disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 46
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan
APB Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 47

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa vang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank
vang ditunjuk Bupati.

{2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur
Keuangan.

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas ‘\/
Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan
spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 48 '

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaporkar \
kepala Desa kepada Bupati.

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan
tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian
penvaluran dana transfer.

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

(5) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak Rp.
8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).



Pasal 49

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai
tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga)] hari kerja setelah Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB
Desa ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. RAK Desa;
b, Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
¢. Rencana Anggaran Biaya.

(3) RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan vang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan,
pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa.

Pasal 51

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan
kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegatan
anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. RAK Desa Perubahan; dan
b. Rencana Anggaran Biayva Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

—



(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh
Sckretaris Desa,
Pasal 52
(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah
disetujui kepala Desa.
(2) Rancangan RAK Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa,
(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang
diajukan Kaur Keuangan.
(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi
Sekretaris Desa.
Pasal 53
RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas
untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala
Desa.
Pasal 54

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan
pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti
yvang lengkap dan sah.

Pasal 55

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan
bukti vang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala
Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang
timbul dari penggunaan bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai
dengan tugasnya.

Pasal 56

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui

Kepala Desa.

i’
;



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan
melalui swakelola.

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat
dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola,
baik sebagian maupun kescluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 57
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam sctiap
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam
DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pasal 58
Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan
untuk disimpan dalam kas Desa.
Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran  menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada
Sekretaris Desa.
Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan
pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil
dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Desa,

‘s/

I



Pasal 59
(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris
Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran vang diajukan oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
b, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan vang
ditetapkan.
(4) Kepala Desa menvetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil
verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang
tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 60
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat
7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 61

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kkegiatan anggaran menyusun RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yvang diusulkan kepada kepala
Desa melalui Sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan
kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang
dilakukan oleh sekretaris Desa,

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada
Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 62
Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja
Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
mengenai perpajakan yang berlaku.
Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak
terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) meliputi pengeluaran
kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak vang dipungut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 darni
mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30
dianggarkan dalam APB Desa.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 64

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf a digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil

daripada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja
tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
SiLPA vang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada
tahun anggaran berikutnya.
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali
rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b,
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun

anggaran berjalan.



(6)

(7)

(1)

(2)

(3

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang
akan disahkan dalam DPAL.

DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 65
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan
pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a
dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
Pembentukan Dana Cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
Program dan Kkegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
Dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 66
Penyertaan modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dicatat
pada pengeluaran pembiayaan.
Hasil keuntungan dari penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 67

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan.
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 68
Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
a. buku pembantu bank;



b. buku pembantu pajak; dan
¢. buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran
pajak.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 69
Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan /atau kantor pos oleh
pihak ketiga; dan

c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak
ketiga.

Pasal 70

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa vang
telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah
disetujui oleh Kepala Desa. V

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada
penyedia atas dasar DPA dan SPP vang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan
anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa, (\_L

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara /
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. \

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi
penerimaan,

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani

oleh penerima dana.



Pasal 71

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (3] dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris
Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk
disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 72

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 73
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu
kedua Bulan Agustus tahun berjalan,

Bagian Kelima

Pasal 74

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

Pertanggungjawaban ¢J
-~

\



b, laporan realisasi kegiatan; dan

¢ daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk
ke Desa.

Pasal 75
(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
tahun anggaran.
(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling
jambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 76
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 74 diinformasikan
kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi APB Desa;
laporan realisasi kegiatan;
kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana;
sisa anggaran, dan

o ap o

alamat pengaduan.

Pasal 77
Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, (v
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA,
RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan *
Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, m
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas 7
Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB \
Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 78
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Daerah.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan
besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 81
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Dacrah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3! Desmber 2018
BUPATI KUBU RAYA

Pada ',m"',‘;‘i'fg"fu,'e-w 2018 x RUSMAN ALI ( W,

Py SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

-

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH ummgmm
EPTC T Y0 s 2 —



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI] KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A, Format Kode Rekening

A.l. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

BIDANG PENYELENGOARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penvelenggarann Pemenntahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang

digunakan untuk mendukung terselenggaranys fungsi pemerintahan Dess yang

mencakup:

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanjn Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Dess (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

1] 01

Penyediaan Penﬁhaa!nn Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

1 1] 02 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tumangan Perangkat Desa
1 1| 03 |Penyedisan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 il o4 Penyvediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hoporarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan
perkantoran, palceian dinas/atribut, listrik/ telpon, dil)
1 1| 05 |Penvediaan Tunjangan BPD
1 1| o6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakalan
Seragam, perjalanan dinas, listnk/ telpon, dil)
1 1| 07 |Penyediaan Insentf/Operasional RT/RW
Laun-laan Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
i 1| 90-99 ;
Pemerintahan Desa
-, - e — = - - — ——————————
1 2 Sub Bidang Surana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1 2 1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan
] 2 2 Pemnebharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
i 2
1 2
e iy
1 - Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, StatistiX dan Kearsipan
i 3 i Pelayanan administrasi umum dan kependudukan [Surat Pengantar /Pelayanan KTP, Akta Relahiran,
Kartu Keluargan, dll)
1 3 2 Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desay** m’_‘
'
1 3 3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa ‘l
4 3 B Penyuluhan dan Penyadaran Masvarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip ‘
i 3 5 Pemetaan dan Analisis Kermskinan Desa secara Partsipatif
1 3] 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statisil dan kearsipan®
1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
i sl o1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APHDes [Musdes, Musrenbangdes / Prad
Musrenhangdes, dil., bersifat reguler)
. Penyelenggarann Musyawarah Dess lainnys (musdus, cembug warga, dll,, yvang bersifat non-reguler
1 + 02 >
resual kebutuhan desa)
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJIMDes/ REKPDes, dl)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APADes, dan seluruh
l 44 o4 :
dokumen terkair)
1 4 05 JPengelolnan/Administrasi/ [nventarisasi/Penilaian Aset Desa



Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana

. 9 v Pembangunan / Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemenniahan Desa (laporanakhir tahun

1 4 o7 anggaran, laporan akhir musa jabatan, laporan keterangnn akhir tahun anggaran, informasl kepada
masyarakat)

1 4] 08 |Pengembangan Sistem Informas Desa

1 4] 09 JKoordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(Antar Desa/Kecamatan /Kabupaten, Pithak Kcuxa. dlij**

1 4 10 (Dulcungan Pelaksanaan dan Sosialisast Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
Pemilihun BPD [vang menjadi wewenuang Dess)

1 1 11 Penyelenggaraan Lombe antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
menglouts Lamba Desa

1 4| 90-99 }lain-lain kegiatan sub bidans tata praja pemerintahan, perencanaan, ktuemsam dan

deapm'an'

1 5 Sub Bidang Pertanahan

1 3] 0Ol Sertifikasi Tanah Kas Desa

1 5] 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registras Agenda Pertanahan)

1 5] 03 |JFashtasi Sertifikas Tanah untuk Masyarakat Miskin

1 5] 04 Mediasi Konflik Pertanahan

i 5] 05 [Penyuluhan Pertanahan

1 5] 06 JAdmimstras Pajak Bumi dan Bangunan (PHB)

1 5] 07 |Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

1 5] 90-99 flain-lain keﬂ‘num sub bndnni pertannhan®

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berist sub bidang dan kegiatan dalampem bangunan
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berasti hanya
pembangunan secard fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non lisik seperti
pengembangan dan pembinaan,

2 1 Sub Bidang Pendidikan

2 1 01 Penyelenggaranan PAUD/TK/TPAJTKA/TPQ / Madrasah Non-Farmal Milik Desa** (Bantuan Honor
Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dstl

1| 02 JDukungan Penvelenggarann PAUD (APE, Sarana PAUD, ds1)

2 1] 03 JPenvuluhan dan Pelatihan Pendidikan I.mﬁi Masyaralaat

2 il o4 Pemelibarann Saranas dan Prassrana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Miltk Desa

2 1 05 |Pemelibarann Sarans dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ  Madrasah Non-Formal Milik Desa**

2 ) 06 Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadann Sarana /Prassccanas / Alat Peraga Edukatif (APE) \‘
PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa**

2 | o7 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakasn /Taman Bacsan Desa/
Sanggar Belojar Milile Desp**

2 " 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Hacaan, Honor Penjaga untuk
Perpustakean / Taman Bacann Desa)

2 1] 09 Penfm?mgpn dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

2 1 10 Dukun&m Pendidikan hap’ Siswa Miskin /Berprestasi

2 1] 90-99 {lain-lain k'imum sub bidmxagmduh‘kan'

2 2 Sub Bidang Kesehatan

2 A o1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PRD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambshan Insentil
Bidan Desa/Perawat Dessa; Penyediaan Pelavanan KB dan Alar Kontrasepsa: bag Keluarga Miskin, ds2)

2 ol o2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas [bu Hamil, Kelas Lansa, Insentil Kader
Posyandu)

2 2] 03 |JPenvuluhan dan Pelatthan Bidang Kesehatan {untuk Masvarakat, Tenaga
Resehatan, Kader Kesehutan, dll)

2 2] 04 JPenyeienggaraan Desa Siaga Keschatan

2 2] 05 JPembinaan Palang Merah Remaga (PMR) tingkat desa

2 2 l'bnga.suhm Hersaumn atau Hina Keluarga Balita (BKH)

_F4



Rode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

/f"\l;/-:r—‘»y

2 2] 07 JPembinaan dan Pengawasan Upava Keschatan Tradissonal

2 2] 08 [|Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu /Polindes/PKD

2 2 09 Pembangunan/Rehabilitas / Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana Posyvandu / Polindes PKD **

2 21 90-99 lain-laun Kegintan sub b kesehatan®

2 3 Sub Bidnnj Pekerjnan Umum dan Penatnan Runn&

2 ] 01 Pemeliharaan Jalan Deosa

2 3] 02 JPemelharann Jalan Lingikungan Permukiman /Gang

2 3] 03 JPemeliharaan Jalan Usaha Tani

2 3] 04 Memeliharaan Jembatan Milik Desa

2 al o0s l‘cml‘lihn.lruun Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Dramase, Prasarann
LJalan Lxin)

2 3] 06 JPemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan

2 31 07  [Pemeliharann Pemakaman Milik Desa /Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan Milik

2 3 08 Pemeliharann !'thun‘ Milik Desa

2 3] 09 (Pemeliharasan Monumen/ Gapura/ Batas Desa

2 3 10 |Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatsn / Pengerasan Jalan Desa **

2 3] 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengerasan Jalan Linglkungan
Permulaman / Gangi

2 3 12__|Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani **

2 31 13 JPembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa **

2 a 14 __|Pembangunan/Rehabihtasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Dess (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

2 3 15 JPembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa/Balal Kemasyarakatan**

2 3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa /Situs Bersejarah
Milik Desa/ Petilasan

2 3 17  |Pembuatan /Permnutakhiran Peta Wilayah dan Sossal Desa **

2 3 18  JPenyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

2 3 19 __|Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Embung Desa **

2 3 20 Pcmb.miunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **

2 3] 90-99 jlain-lain ke&iman sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*

2 4 Sub B:danll\'nwasan Permuldman

2 sl o1 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH] GAKIN
[pemetann, validasi, dll)

2 4] 02 |JPemelibaraan Sumur Resapan Milik Desa

2 4l o3 :cu;nclﬂ\ataan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Arr Hugan /Sumur Bar,

2 4] 04 JPemelharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisas:, dil)

2 4] 05 |Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dil., diluar

2 4] 06 |Pemebharaan Fasilitas Jamban Umum /MCK umum, dll

2 4] 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan Hank Sampah, dii)

2 4] 08 |Pemeliharaan Sistem Pembuanﬁgi:\xr Limbah {Drainase, Air limbah Rumah Tanggs)

2 4] 09 |Pemeliharaan Taman /Taman Bermain Anak Milik Desa

2 R 10 JPembangunan/Rebabilitas/ Perunglaatan Sumur Resapan **
Pembangunan / Rehabilitas / Peninglottan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon

2 1 M Penampungan Air Hujan /Sumur Bor, dil)**

2 + 12 |Pembangunan/Rehabilitns / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tunggs (pipanisasi, dlf) **

2 4 (3 Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitas Permuldman (Gorong-gorong, Selolan, Pant, diL,
ciluar prasarana jalan) **

2 + 14 Pcmbangunnnjkchablhms/l’enm]knlan Fosdlitas Jumban Umum /MCK umum, dll **

2 al 15 Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Pengelolsan Sampah Dess/ Permulaman
(Penampungan, Bank Sampah, dl)**

2 4 16 Pembangunan / Rehabilitas ) Peningkatan Sistem Pembuangan A Limbab (Dracnase, Air Hmbah
Rumah Tangga)**

2 4 17__|Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Taman /Taman Bermain Anak Milik Desa*™

2 4] 90-99 Jlain-lain kegintan sub bidang perumashan rakyat dan kawasan pemukiman®




Kode Rekening BIDANG, SUH BIDANG, dan KEGIATAN

2 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

M

01 Pergelolasn Hutan Milik Dessy

2 51 02 JPengelolaan Lingkungan Hidup Desa

2 5 03 Pelatihan / Somalissus / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2 5§ 90-99 jlain-lain keglatan sub idang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*

2 6 Sub Bidunﬁbl'crhubunlan. Komunikasi, dan Informmatikon

0l Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

o
=2

Penyelenggaraan Informas: Publik Desa (Misal : Pembuatan Pester/ Baltho Informas: penetapan/ LN

. s B APBDes untul Warga, dll)

2 6] 03 i’cngg:lohmn dan Pembuatan Jarinﬁamj Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

2 6] 90-99 Jlain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*

2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2 Ll R Pemelihnraan Sarana dan Prassaana Energ Alternatil tngkat Desa

2 7l 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energ Alternadf tnghkat Desa **
2 7] 90-99 jlain-lan kc&amx sub bid.ansL Enexﬂ dan Sumber Dava Mineral*

Sub Bidunﬂ Pariwisain

01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02 I%mbax\‘umanj Rehabilitasd / Prnmskntan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

03 chsrmb;mgm Pariwisala Tin&ku! Dena

L B9 LY L8 BN
e B B )

90-99 llain-lain kcginmn sub bidan& pariwisata*

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Hidang pembinaan kemasyvarskatan beriss sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta
dan kesadaran masyaralast [lembaga kemasyarakaTtan dess yang mendukung proses pembangunan
desa yang mencakup; desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

3 1 Sub IhdnniKelenlernmun. Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pengadaan / P pelaksanann jadwal ronda / parroli dil) **envelenggaraan Pos Keamanan Desa
(pembangunan pos, pengawasan

Penguatan dan Peningkatan Kapastas Tenags Keamanan / Ketertiban oleh Pemernintah Desa ‘,
{Satlinmas dess)

Koordinasi Pembinasn Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat idengan

(
’ ; o masyarakat /instansi pemenntah daerah, dil) Skale Lokal Desa

3 1] 04 |Pelatihan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

3 1] 05 |Penyedisan Pos Kesiapsiagsan Bencana Skala Lokal Desa

3 1] 06 |Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyaraka: Miskin

-
3 1l 07 |Pelatiban/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Mn.‘(\mu\kal\
3 1] 90-99 llain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masvarakat*
2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3 2f 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tmfuﬂ Desa

Pengiriman Kontingen Group Keseninn dan Kebudayvaan sebagind Waldl Dess di tinglat Kecamatan dan
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudavasn, dan Keagamaan (perayvaan han kemerdekaan,

03 lhari besar keagamaan, dll] tingkat Desa

Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah
Adat /Keagamaan Milik Desa **

2

3 2] 04 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
2
2

90-99 Jlain-lain krsintan sub hidan‘ Kebudayaan dan Krn‘nmnnn'

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagad Walkil Desa di tingkat Kecamatan dan
Kabupaten / Kota




Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

3 sl o2 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll)
tingkar Desa

3 3} 03 [JPenyelengguraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

a 304 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

3 3 05 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Ragn Milik
Desa**

3 3] 06 JPembinsan Kurang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga

3 3] 9099 {lain-lain kcﬂ'nmn sub budnnﬁ Kepemudaan dan Olah Ra&u'

J R Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3 4 o1 Pembinasan Lembagna Adat

3 4] 02 |JPembinaan LKMD/LPM/LPMD

3 4 03 |Pembinsan PKK

3 4] 04 |[Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

3 4] 90-99 Jlain-lein ktgsum sulby bidunil\'rlembuﬁwm Masyursakat*

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayvaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang
disrahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam
menmgk.ltkun kesejahteraan masvarakat, yang mencakup:

K 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4 1 1 Pemeliharaan Karamba/RKolam Perikanan Darat Milik Desa

A4 | 2 Pemelibaraan Pelabuban Perikanan Sungai /Kecil Milik Desa

K 1 3 Pembangunan / Rehabilivas / Prnmgé.«lrm Karsumba / Kolamn Perikanan Darat Milik Desa**

7 | B Pembangunan / Rehabilitasd / Peningkatan Pelabubian Pertkanan Sunga / Kecil Miltk
m’.’-"o

4 1 5 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan /dst)

A ] 6 Pelatihan / Bimtek | Pengenalan Tekonolog: Tepat Guna untuk Perikanan Dasal /Nelayan **

4 1] 90-99 llain-lain kegiatan sub Ind.mﬁ kelautan dan perikanan®

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Perernalan

4 A o1 }‘rnmgknmn Produkss Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, pengglingan
Padi/jagung, dil}

4 2] 02 [Peningkatan Produkss Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan petermakan, kandang, dll)

4 2y 03 JPenguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dil)

4 2] 04 (Pemebharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

R 2] 05 Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Tekonolog Tepat Guna untuk Pertaman /Peternakan *

4 2] 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*

i 3 Sub Bidang PeningXatan Kapasitas Aparatus Desa

B 31 0l Peningkatan kapasitas kepala Desa

B 3] 02 JPeningkatan Kapasitas perangkat Desa

A 3 03 l‘cnmﬁkalan lapasitas BFD

4 3] 90-99 llain-lain kegiatan sub biduq& penin&kamn kapasitas Aparatur Desas

E 4 Sub Bidang Pemberdavaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

A 4 01 Pelanhan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

i 4] 02 JPelatihan/Penyuluban Perlindungan Anak

4 4] 03 [Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penvandang disabilitas)

+ 4] 90-99 lain-lain kegiatan sub bn’dﬂ Pemberdayaan Perempuan dan Pcrlindung&n Anak”

4 5 Sub Bidang Koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4 51 01 Pelathan Mansjemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

4 5] 02 Pengembangan Sarana Prasaruna Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasa

4 5] 03 [|Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian

4 5] 90-99 llain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mcncngah‘




Rode Rekening

HIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

4 6O Sub Bidnm‘ I)ukun&an Penanaman Modal
Kl 6 1 Pembentulian BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
K 6 2 Pelatihan Prnsrlnlaan BUM Desa (Pelatihan vang dilaksanakan oleh Desa)

6

4
e

Sub Bidnnﬁ Prrdawan dan Penindustrian

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milikk Desa

Pembangunan / Rehabilitasi / i‘cninl)mum Pasar Desa/ Kios milik Desi **

e BB ED

) el Bl A

Pvns«-mhan&an Industri kecil level Desa

L

-4

Pembentukan /Fasilitasi/ Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomt produktil (pengrajin,
pednmmg industn rumah lnnm, dllj =+

90-99

lain-lain ke keglatan sub bidang Pardapngan dan Parindustrian®

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan unruk kegiatan
penanggulangun bencana, keadaan darurat dan mendesak:

-

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

A8

l"cunnﬂuhnwm Bencana

Sub Bidanil'(cndaan Darurat

Keadann Darurat

Sub Bidanl Keadaan Mendesak,

gicngonen

WHL AN N R

00

Keadaan Mendesak

v » (Penambahan Kegiatun ditetapkan oloh Kabupaten /! Kota)

LA

r/
1a

{untuk penamaan kegintan, pilih salah satu sesua keburuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitass, arau
Peningkatun, atau Pengerasan)

X



A2, Daltay Kode Relening Perncdapatan, Belmiyge, dan Pembusyssn

Kode Rekening
Uralan
" b c |d
W PENDAPATAN
4 1 Pendapatun Asli Desa
" 1 1 Hanil Ussha
Kl 1 1 o Bagi Hasll BUMDes
4

Lain-Inin

Hasil Aget

Fengelolaan Tanal Xaa Dess

Tambatan Peraliu

-
NMiWinie

Pasar Desa

Tempat Persandinn Umum

Jaringnn lngasi Desa

Ksos Milik Desa

N iviviv

Pemanisatan Lapangan/Prasarans Ol raga Miik Desa

I E I E I ENEEEERAEEAE Y

o1
02
oa
04
(L
00 | Pelelsognn [han Milik Dess
o7
o)
90-99

—
g

Lam-inin

3 Swndayn, Partinpam dan Gotong Royong

4 1

] 1 a o Swadaya, partisgpas| dan gotong royung

4 1 3| 9099 |Lain-lain Swadeya, Partisipesl dan Gotong Royong
A ! 4 Lain: baun Pendapatan Asli Desa

4 ) 4 o1 Haail Pungutun Deas

4 1 4

Lain- ban

,
= |
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4 3 Transfer

“ 2 1 Dans Desa

A a 1| 01 |DanaDesa

4 a 2 Hagian dari Hasd Pajak dan Retnbusl Daernh Kabupaten /kota
4 2 2] ol Begmn dan Hand Pagsk den Rotnbas: Dasreh Rabupaten /Kot
4 2 3 Alokas| Dana Desa

4 2 31 01 |Alokssi Dana Desa

" 2 4 Bantuan Keuangan Provirisd

4 3 4] 01 |Bavruan Keuangan dart APBD Provinsi

4 2 4] 9099 |Lain lnin Bantuan Keusngan dan APBD Provinal

4 - 5 Santuan Keuangan APBD Kabupstet: /Kots

4 3 5] 01 |Santuun Keuangan APHD Kabupaten/Kota

4 2 5] 90 99 |Lanlain Buntusn Keustyoan dan APBD Kabupaten /Kaota

K 3 Pendapatan Lam-lam

4 a | Penerimann dari Hasil Kerjosama antar Deas

4 3 1 o Ponerimann dari Haull Kerjosama antar Desa

4 3 2 Penenmann dari Hanil Kegjnaama Desa dengan Pk Ketiga
L) 3 2l m Peaenmaan dan Hasil Kerjnsama Desa dengan Piak Kotygn
4 3 3 Penerimann dan Bannian Perusahann ynng berlokasi di Dess
4 J 3 01 [Penerimann darl Bantusn Perusshann yung berlokaal ¢t Desa
4 3 4 Hibsah dan sumbangan dan Plhak Ketiga

4 ~ 4 01 Hibtah dan sumbarygsn dars Pilink Ketigs




Desa pada tahun anggaran becjalan

Korekst kesalahan Delusgjn tahiusi-taliun soggaran ssbelumnys vang mengalabationn penenmant & Joss

Korelesl Kesalahan belargn tahun-talhian anggsran ssbelumnyn yang mengaldbationn penersnann & ks

Lain-lain pendapatan Desa yang sah

@

Lain-Jain peadapatan Desi yong saly

BELANIA

Helanja Pegawai

Peniglennidan Tetagp dan Tungeogan Kepals Dess

0! |Penghasidan Tetap Kepala Desa

02 JTunjangan Kepals Doss

it

e A A

SG-99 |Penecimaan Lam Kepnia Desa yang Sah

Penghasian Tetap den Tunjngan Pecangkat Desa

01 |[Penghasilan Tewup Pernngint Desa

02 |Tunjangan Perangkat Desa
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o
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NIV N

90-99 |Penerimaan Lain Perangkat Deas yang Sal

Jamunan Sosial Kepals Dess dan Perangkat Desa

5

Jaminan Kesehatan Kepala Desa

Jaminan Kesehatan Peranghiat Dess

wice o
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o2

03  |Jamunan Ketsnagakenaan RKepala Desa

04 |Jaminun Ketenagakerjaan Perangkat Desa

o

Tunungan 8FD

>

o1 Tunjangan Keduduknn BPD

mpeion

Tunjungan Kinesjn

Belarys Burang dan Jasn

5 2

& 2 1 Belarya Basung Peclengkapan

s 2 1| 01 |Betanis Perlengkupwn Alut Tulis Kanor dan Benda Pas

5 2 1 02 |Belang Peclengkapan Alnt-alat Lastrik

5 3 1 03 |Helang Perlengkapan Alat alat Rumah Targgs /Peralatan dan Bahan Kebersihan

5 2 1] 04 |Bebstys Balisn Bakar Minyuk/Css /1o Ulnng Yubeng Pernadam Kebalouran

5 2 1 05 |Belama Perlenglcapan Cetuk/ Penggendann - Belanm Barang Cotak dan Pengrandans)
5 2 1| 06 |Belanga Perlengkapan Basang Koowumsi (Makan /minom) - Belanya Barang Konsamm
5 2 1| 07 |Belaryn Bahan/Materml

5 2 1] 08 |8Belanje Bendera/Umbul umbul/ Spanduk

5 2 1l 09 |Belarge Pakuinn Dinss/Serngam )/ Atribut

5 2 1 10 |Belanjn Obat obatun

5 2 ! n Belanjn Pakan Hesan/lkan, Obat-obatan Hewan

5 2 I 12 |Bolargn Pupuk/Obat-obatan Pertanian

] 2 Belanje Barang Perlengkapan Laininys

Belanja Jssa Honcrarum

01  |Belungs Jass Hoovrarium Tun yang Melalsanakan Kegsatan

Belargs Jass Honorarium Pombantu Tuges Unium Dess ) Operatar

Balanga Jasas Honorarium/inseatif Pelayanan Desa

NIV IVINIU G
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o4 Balanjs Jasa Honvesrium AhN/ Profess/ Konsaltan ) Necssisn er
05  |Belunga Juss Honorarum Peiugas
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S
5
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90.99 |Belanja Jasa Honorarium Lainnya
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S 2 3 Belunja Pegjalanan Dinan
5 2 3| 01 |Belamya Pegalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kot
b 2 41 02 |Belangs Perjalanat Dy Luwr Kabupsaten/ Kots
5 2 3] 03 |Belarya Kursus/Melstihan
~ 2 4 Belanja Jasa Sewa
5 2 4] 01 |Belanja Jasw Sewn Bangunan/GCedung/Runng
S 2 4l 02 |Belanje Jasa Sewa Peralatan/ Perlengkapan
4 2 4 03  [Belanja Jasa Sews Surune Mobilites
2 4 9059

| B

5 2 S Belanja Operasional Perkantocran
<) 2 5 01 [Belanpa Jese Langganan Listrik
5 p | 5| 02 |Belanye Jasa Langganan Aw Beradh
5 2 5 03  [Belanja Jasa Langganan Masalah /Surat Kabwe
5 P 5| 04 [Belangs Jasa Langgatan Telepon
5 2 S| 05 |Belang Jass Langganan lntesnet
G 2 5 06 [Belana Jass Kurir/Pos/Giro
8 2 5| 07 |[Belanga Jasa Perpanpangan Lo/ Pajak
32 5| 90-9%

Belarye Opernmonal Perkantoran Lamnys
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5 2 6 Belanjs Pemelibaman

% 2 &6 o1 Helanjn Pemelibinrwnts Mexsn dan Pernlntan Berst

S 2 6] 02 |Delanas Pemelibnraan Kendarann Bermotor

3 2 6 03 |Beanje Pemelibaraan Peralutan

5 a 6] 04 Belangn Pemokibarasn Bangunan

3 2 6 05 |Delanja Pemeltharasn Jalan

L) 2 6l 06 [Belanin Pemeldnraan Jembatan

S 2 6] 07 [Balanjn Pemelsharaan Irigast/Sajuran Bungni/Embung/Air Bersih, jaringan Ar Lumbah, Persampahban, dil)
S 2 6 08 [Belanju Pemeliiaraan Jaringan dun [nstalas: {Listrilk, Telepon, Interned, Kamunskssl, dll)

5 2 6| 90-99 [Belarga Pemeliharssan Lainnya

mw** —_— = - - ,_'_j
Belanja Darang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

5 2 7

5 2 d Belansa Bahan Perlenghapan yang Duseraikan ke masysraknt

5 2 7| 02 (Belarga Bantuan Mesin/ Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahlcan ke masyarakat
o 2 7| 03 [Belangs Bantuan Bangunan yang disecalican ke masyarskat

5 2 7T 04 Belanja Seoniswn Berprestasi/Masyarakat Miskin

5 2 7| 05 |Belunga Bantuan Hibit Tansman ) Hewan [ Haan

5 2 7

Balarga Barang don Jasa yang Diserahican kepada Masyarnkat Lainnyn

[a—— = =

Helarya Modal

Belnna Modal Pengadsan Tanah

Helanja Modal Pembebasan / Pembedian Tanah

Dolangs Modal Pembayaran Hooorarson T Tanaly

Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertsfilkkat Tanah

Helanja Modal Pengurukun dan Pematangan Tanah

|
B
5
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Bolanya Modal Peryulanan Pengsdans Tannh
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HBelanja Modal Peralatan, Meain, dan Alar Berat

Belanjs Modal Honar Tin yang Melaksnnakan Kegintan

v R s

Belania Modal Perzlatan Elekoronik dan Alat Studio

Belanja Moda! Perslatat: Komgputes

Bolarga Modal Perlatan Mebeular dan Akseson Ruangan

Belania Modal Peralatan Dapur

= BN SO A

Belanga Modal Parslatan Abat Ukt




Balnngn Modal Peralatan Rambu. rambu/Patok Tanah

Belanje Medal Poralatan dhuaus Keashotan

Belutgn Modal Peralntan khusus Pertanian / Perikanan / Peternakan

Belangja Moda! Mesin

Bealanis Modal Pengndann Alat-Alat Borat
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Belunjn Modal Honor Tim yang Melakaanndonn Kegintan

Belang Modal Kendaraan Darat Bormotor

Hedans Modal Anghuitun Durat Tedak Bertnotor

Belanja Modal Kendarman Air Bermotar

Llajlie o o pe

Helanja Modal Angkumn Air Tidak Bermotar

8
5i
5
5
5
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5

Hedanjn Modal Kendaman Laingyn

Belarjn Modal Gedung, Bangunan dan Taman

a u Lo

Belanja Modal Honor Tun yang Melaksanakan Keguatan
Balania Modal Upals Tenags Kergs
Belanja Modal Bahan Baku

5l

a2la & 2l a

Beoluryjn Modnl Sews Peralatun

J|l

Belanjn Modal Jalan/Prasarana Jalon

Belargn Modal Honor Tien yang Melaksanaioomn Kegintan

Belanga Modal Upah Tenaga Kena

Belusyja Modal Batuws Baku

5
5
5
5
5

o juleloalo

Belanja Modal Jembatan

Belunja Modal Sewn Peralatan

LDilu

Bealarga Modal Honor Tim ynng Melaksanakoan Kegintan

Belanga Modal Upah Tenaga Kena

Bealargs Modal Baln Buku

ploleloln

n
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Belurpga Modal Sewn Peralatan

Belnrga Modal Irigesi/ Embung/Alr Surygsi/ Disinese/ Air Limbal) [ Pecsanmipalan

Belanga Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegmtan

Belaryjs Modal Upali Tenaga Kerja

Belarye Modal Balan Baku

nlololo

MlGlwiNni®

N AINiNMNEIN]-

Helanja Modal Sewa Pernintun

5 J B Belana Modal Janngan / Inatalas
5 3 Bl 01 |Helanjn Modal Hanar Tim yang Melakisanaian Kegatan
5 2 8] 02 |Belanje Modal Upsh Tenaga Kecin
5 3| 8 03 |Hefanjs Moda! Bahan Baku
3 L]

o

Beintyjs Modal Sews Peralatun

Blelatsin Modal lainnys

Belanjs Moda) Khusus Peodndidoan dan Patpustakann

Belanja Modal idhsos Olahraga

Belarga Modal ihusus Kesenlun/Kebodayann / Keagamanty

Belangs Modal Tumbuhan/Tenaman

RIZ|E|E|=

Helanga Modal Hewan

Ao o B

ol jecjuw ol

Bolamis Modal Lainnve

Belanga Tak Terdugn

Belnzya Tk Terdugn

o1

Belanja Tak Terduga




PEMEIAYAAN

Penerimpsan Pembiaynan

SILPA Tahiun Sebelumya

SILPA Tahun Submlumnys

Pencaiman Dana Cadangan

Pencaimn Duna Cadangan

Hasil Penjonian Kelonyann Dess yang Dipmahkan

Hasil Perjunlan Kelkayaan Desa yang Dipisahkan

Ponorimaan Pembiaysan Lainnya

siojoin oo oo

Penerimaan Pembiaysan Lainnya

Pengeluaran Pembinyann

Pembentukan Dana Cadangan

Pembentidan Dans Cadangan

Peayertann Modal Desa

Penyertann Modal Desa

Progetuaran Pembosysan Ininmyn

6
6
5
L
6
6
6

90.99

Pengeluaran Pembaayean lanoya
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C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

“&wﬁsf’ 4
KEPALA DESA ..... ([Nama Desa)
KABUPATEN.......ccootrrerese (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA....,,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran........ A

s innsas dan seterusnya;
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN....
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .......... dengan perincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa RPiianisaianiigis
2. Belanja Desa RD s isviarcssssicisnsavasssin
Surplus/Defisit B s xainespmnssaisreesicio
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan RERY. . eoneoxnpanonserearssre
b. Pengeluaran Pembiayaan RE: Sivesiniiiessssaossibbort
Selisih Pembiayaan (a-b) RPiiiaaviidisniiosrbion
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3
Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika

ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
Anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa danj/atau
permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

oo o

Pasal 6
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
memberitahukannya kepada BPD dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA
akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa... .... (Nama Desa).

Ditetapkan di .......ccc..evvennns
pada tanggal ...........ccoeveriee

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

C o Tl



C.2. Format APB Desa

Contoh:

LAMPIRAN

NOMOR.......... TAHUN......ccoinnnnee
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN....

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN...........

KODE REKENING

URAIAN

NG SUMBER DANA

1 2

3

4 5

ap c

NDAPATAN

'ADesa
ll‘rans(er

sidlslo o

w

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

ELANJA

h:mrclew Pemerintahan Desa

Belanja Penghasilan Tetap,
njangan dan Operasional Pemerintahan Desa

01

nyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Desa

01 5

Belanja Pegawai

inistrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,

ik dan Kearsipan

01

yanan administrasi umum dan kependudukan
Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga,

pll)

01 5

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

8N [N e
—

bangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana

Perpustakaan/Taman Bacaan
/ Sanggar Belajar

e



2] 1ps 5| 3 Belanja Modal
5 nanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
endesak
5 1 hmangphgaan Bencana
5 1 5| 4 lanja Tak Terdugs
35 1 Keadaan Darurat
5 1 5| 4 PBelanja Tak Terduga
rist
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
6 PEMBIAYAAN
5 1 erimaan Pembiayaan
6 2 Pengeluaran Pembayaan
BSELISIH PEMBIAYAAN
Kepala Desa, oo
fissssievemsarsndgeas ey aaay s s
Keterangang Cara Pengisian
Kolom | diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
¢. kegiatan
Kolom 2 diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanga dan
Pembuyaan:

- Bagian pendapatan diisi:

a. pendapatan; dan

b. kelompok pendapatan.
- Bagan Belanja dusi:

a. Belanja; dan

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan disic

a, Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4

diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam
kegiatan (kolom 1.c) terkait




D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

Memmbang :

Mengingat

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ......oiiiiiiiiiinns

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... :

" AP <
it dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran...........
...... terdiri dari:
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa D ervisoomssieeey
b, Transfer RPiinsenesiv
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah R sceseanscersnnn
Jumlah Pendapatan
RPsssismssionssen
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <y AR R
b. Bidang Pembangunan D, csasvissnmapade
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan BRI beressrassrseras
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat R evicieaisies

¢. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa T S orpisisiosssron

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa....
Nomor...Tahun...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ..... , perlu menyusun Peraturan Kepala Desa



Jumlah Belanja 1 KRR AR 5

Surplus/(Defisit) R siidinseviaads
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan IO e spnnisansin e
b. Pengeluaran Pembiayaan IR ol s s desnvasa
Selisih Pembiayaan (a- b)) R G i ivessenan
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa schagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan

anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ........ (Nama Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA(tanpa gelar)

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



D.2. Format Penjabaran Anggaran Pendspatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA.........

NOMOR.......

TENTANG

............

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN.

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh

PEMERINTAH DESA.........
TAHUN ANGGARAN.........

KODE REKENING

URAIAN

KELUARAN

/OUTPUT

VOLUME

SATUAN

ANGGARA

SUMBER
DANA

| 2

3

7

L4

cgd

JPENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

.. £Obyek Pendapatan>

Transfer

jDana Desa

Pendapatan lain-lain

Rl B Bt Bt B Bt B B £

K:neﬁmundmumuxema
tar Desa

L) W IN [T
-

-

... kObvek Pendapatan>

ist...

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

nyelenggaraan Pemerintahan

nghasilan Tetap, Tunjangan dan

E:yelenmamn Belanja
rasional Pemerintahan Desa

1 01

kv\yed'nnn Penghasilan Tetap dan
njangan Kepala Desa

11 01

o
—

Belarja Pegawai

01 s5p 1

nghasilan Tetap & Tunjangan
a Desa

011 50 4 IR

<Rincian Obyek Belanja>

si Kependudukan,
ncatatan Sipil, Statistik dan
=




D1

layanan administrasi umum
an kependudukan (Surat

ngantar /Pelayanan KTP, Kartu
cluarga, dll

01

[Belanja Barang dan Jasa

1

Helanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyvek Belanja>

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidilcan

tan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa | Sanggar Belajar

F’cmbangun.an / Rehabilitasi / Penin

D5

Belanja Modal

D5

Helanja Modal Gedung dan

5

A LD

Wi w

. fcRincian Obyek Belanja>

L0 g LS LS

Penanggulangan Hencansa,
Keadaan Darurat dan Mendesak

Penanmulnng;m Bencana

Penanggulangan Bencana
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Keterangan Cara Pengisian:
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. hidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifiknsi ckonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:
Bagian pendapatan diisi:
a, Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan),
¢, obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
Bagman Pembiayaan diisi:
a. pembiaysan;
b. kelompok pembiayaan; dan
¢. jenis pembiayaan
Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagrs mi)
Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlsh)
input pada rincian obyek belanjn (Kolom 2.d)
Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket,
unit) input pada rincian obyek belanja
Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.¢) terkait



E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa vang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan
disiplin anggaran.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati,

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam
Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan
Bupati melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan
keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan
kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan,

. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota
dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan

penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan
dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan

penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa.



D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan
informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi
a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi
Rancangan dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa,
dalam hal

Tim Evaluasi APB Desa dan pembahasan Rancangan APBDesa dan
Rancangan Perdes tentang Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud huruf a, terdiri dari:

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten /Kota

b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa atau

sebutan lainnya

b) Anggota : SKPD terkait
Hasil evaluasi Rancangan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Decsa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya.

evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa di
delegasikan kepada camat atau sebutan lainnya, Camat membentuk
Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT
Kecamatan terkait

Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang
memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk
melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

—_ 3



7) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam
melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah [APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa vyang telah
disepakati bersama BPD; dan/atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang
telah disepakati bersama BPD.

c) Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa
mengenai Perdes tentang APBDesa/rancangan APB Desa.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Berita Acara hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
(untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa),

- Berita Acara hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang
Perubahan APB Desa);

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.

- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan
dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil
analisa kelavakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak

asal-usal dan lokal berskala Desa

- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan
hak asal-usul dan lokal berskal desa

- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Peraturan Bupati tentang Dana Desa

- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa

- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah

- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang
didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan
legalitas.
1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai
berikut:



a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan
Desa yang akan dievaluasi;

¢) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
Peraturan Desa yang akan dievaluasi;

d) Kesesuaian Rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi
dengan teknis penyusunan Peraturan Desa;

2) Langkah-langkah evaluasi:
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi,;

b) Langkah 2 : Pencatatan nomaor, tanggal dan kelengkapan lampiran
semua dokumen;

¢) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen,

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen
dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian
dokumen;

e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d
4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak
terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada
Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan
evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara
lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB

Desa.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam Ilembar kerja,

terlampir.

Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa,
Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam
Keputusan Bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan
analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan
balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau
persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil
evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
(a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan

(b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa

didistribusikan kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
atau sebutan lainnya; dan

b. Inspektorat Daerah Kabupaten.
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F.1, Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

KEPALA DESA ...........
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA.........
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA ....... NOMOR .....TAHUN...... TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA................ ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat(l) huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahanan
APB Desa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan
dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menctapkan Peraturan Desa tentang Perubahan

atas Peraturan Desa....Nomor.... Tahun ... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... ;

Mengingat

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan k
KEPALA DESA ... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:
Menctapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DESA....TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN. ...



Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa...... Nomor ..... Tahun ..... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....... (Lembaran Desa
........ Tahun .......Nomor ......), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .............. semula
berjumlah Rp ....ovviienvviniens ,00 bertambah sebesar Rp. .................. ,00 sehingga
menjadi Rp.....ccooovviinnnnns ,00 dengan rincian sebagai berikut;
1. Pendapatan Desa
a.semula Rp.
b.bertambah / (berkurang) Rp.
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.
Rp.
2. Belanja Desa
a.semula Rp.
b.bertambah /(berkurang) Rp.
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.
3. Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan
a.semula Rp.
b.bertambah / (berkurang) Rp.
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.
3.2 Pengeluaran Pembiaysan
a.semula Rp.
b.bertambah / (berkurang) Rp.
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APBDesa.

P

“”é



Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Diundangkan di ..,
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA (tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar)

+» NOMOR ...
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G.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.

7

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA.., (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN .........ovinniennnn.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menimbang : Desa

Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka

perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....(Nama

Desa) Tahun Anggaran ....,, -
Mengingat 1 ETDUVIS
. PG dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG  PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... semula berjumlahRp e R ),
bertambah/berkurang sejumlah Rp...... S ) sehingga
menjadi Rp.......... =3t Sr— ) dengan rincian sebagan berikut:
1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula RD s nreese

b. Bertambah /(berkurang) B i'idisssistddosatng

Jumlah PADesa setelah perubahan IO oo copsonissosoies



1.2. Transfer

a. Semula

b, Bertambah /(berkurang)
Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula

b, Bertambah /(berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan yvang sah
setelah perubahan
Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)
Jumlah setelah perubahan

2.2. Bidang Pembangunan
a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)
Jumlah setelah perubahan

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)
Jumlah setelah perubahan

2.4, Bidang Pemberdavaan Masyarakat
a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)
Jumlah setelah perubahan

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)
Jumlah setelah perubahan
Jumilah Belanja setelah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah perubahan

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)
Jumilah setelah perubahan

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)
Jumlah setelah perubahan

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

------------------

vvvvvvvvvvvvvvvvv

..................

..................

----------------

-----------------

------------------

-----------------

------------------

------------------

------------------

-----------------

------------------

------------------

------------------

------------------



Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan lebih ianjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) vang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi pelaksana kegiatan anggaran,

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...
(Nama Desa)

Ditetapkan df .............o.oai
pada tanggal ............coceneens

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA (tanpa gelar) O—‘k

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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H. Format DPA
H.3. Format Rencana Anggaran Biayva (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Bidang AR SR TE PN TR (LIS Je et
Sub Bidang - RO VIP NP RPN
Kegiatan s TN Oy R St S r
Waktu Pelaksanaan @ ......cccciveermrmemrsseiirres

Rincian Pendanaan

INO.

(Rp.)

URAIAN VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH

(Rp.)

2 3 4

3

JUMLAH (Rp.)

Disetujui
Kepala Desa KanrfKank .o

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening
sesuai dengan APB Desa
2, Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode
rekening sesual APB Desa
. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening
sesuai APB Desa
. kolom 1 : diisi dengan nomor urut

[

o0 s

7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran
untuk membayar orang/barang

8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
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K. Format Buku Pembantu Kegiatan
K.1. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA. ccvcssssarncosssn KECAMATAN.....cocicniiiniinian

INo. Tanggal | Nomor [Uraian Penerimaan h:ngcluaran (Rp) Pengembalian | Saldo Kas
Bukti dari Kas ke Kas Desa (Rp.)
(Rp) Belanja | Belanja (Rp)
Barang Modal
dan Jasa
1 2 3 al 5 6 7 5 )
ndahan Jumlah
ari halaman
belumnya
Jumlah
Total Penerimasn [rotal Pengeluaran
frotal Pengeluaran + Saldo Kas

KATSARN oo in cass asmniissnpqapainadonsadasss
B S e T Y s S e ALY KNS AR )

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut,

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi,

Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi,

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.

Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.



K. Format Buku Pembantu Kegiatan

K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

DESA. i KECAMATAN. ....ccoinmriiaiinnnns
TAHUN ANGGARAN. ......cocoininirnsiisssasissssgeasgosaie
Nama Kegiatan: ..o,
No, | Tanggal | Nomor [Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas
Bukti Uang (Rp) Barang/ |Bukt Setor (Rp.)
Tenaga ke Kas
(Volume) Desa
1 2 3 5 6 7 8
dahan
umlah dari
laman
belumnya
Jumiah
T'otal
Kaur/Kasi
B sscasasacopncsnsesppuccesseil )
Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 . diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yvang berikan.
Kolom 6 . diist dengan volume jenis barang/ tenaga.
Kolom 7 ; diisi dengan nomer bukti sctor/pemberitahuan kepada Bendahara,
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagal saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.
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M.1. Format Surat Permintaan Pembavaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

SRR o vasn s T EoRrr Coa KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

...............

-----------------

-----------------

Bidang et et A i e s
Sub Bidang R S LR RO RIS e
Kegiatan PSR h O SR S ORI
Waktu Pelaksanaan AN DA o D RO AL D
INo LURAIAN PAGU PENCAIRAN | PERMINTAA | JUMLAH SISA DANA
ANGGARAN S.D.YG N SAMPAI SAAT
LALU | SEKARANG INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 b 7
LJUMLAH
................. T SETORRTRR, , « P8

Telah dilakukan verifikasi

Sekretaris Desa, Kaur/ Kash.......c.ocvrrvenivins
.......................................... Qi e mvbuensins oxnmpbeux s Ehan PR Avurdesf
Disctujui untuk dibayarkan Telah dibavar lunas

Kepala Desa,

..........................................

Cara pengisian:

Kaur Keuangan,

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.

Kolom 1 : dengan nomor urut,

Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan,
Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibavar sebelumnya.

Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

1
2
3
4.
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan,
6
7
8
9

Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

!0.'Ko!om 7 : diist dengan sisa anggaran.




M.2. Format Permmyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWARB BELANJA

0 ORI ER BT R ) KECAMATAN ) vo1 i vociesssnnvssrsersssssssivese
TAHUN ANGGARAN ..o
BUAMNE: | 3iidascnreniassisiin
BUD'EINTHE: i onvxneopnrosatsons ptopssps
KERIAIAN J siciisveirinnisairiensranesaessse
INO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.]
] 2 3 4

JUMLAH (Rp.|
1

Bukt-bukt pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Cara pengisian;

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa,
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran vang ada di bukti belanja.
Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja,

kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.

baris jumlah diisi jumliah keseluruhan.

ol o o o B
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Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
R S SN KIBCAMATAN . ilieiiidissnasaniarsoraanes
TAHUN ANGGARAN .......

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
[Rp) (Rp) (Rp]
1 2 3 3 5
b UMLAH

..........................................

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak)
atau pengeluaran (dari penyectoran pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3  : diisi dengan uralan penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.

\



Q. Format Pembantu Buku Kas Umum
Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR
DAL s hcirens KECAMATAN........cccivarmrirnrne

No.| Tanggal | Nomor Uraian Penerima | Pemberian | Pertanggung- Saldo
Bukti [Rp) Jawaban Pamar (Rp)
1 2 3 R S 6 7 =
Kaur Keuangan
L orcarearccessrucanmonecsnrsyedsrnse ]
Cara pengisian:

Kolom 1 | diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi,

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 ; diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 ; diisi dengan jumlah uang yang benkan.

Kolom 6 : diisl dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara,

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo vang harus dikembalikan ke Kas Desa.



R. Formar Kuitansi

l:nbtor Desa i< -Nama Desa.., »
upaten/Kota : <,..Kabupaten /Kota.,. >

Tanda Bukti Mum Uanﬁ

Telah terima dard Kuur Keuangan Desa <. Nama Desa >

Lang sehesar : Rp <. Jumlah dalam angka... >
{-..Jumlah dalam huruf...)
{...Jumiah dalam huruf lanjutan...)

Bebagai pembayaran : <....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanga). ... »
... Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan /Belanja).....>
<,...Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....»

Catatan Keuangon <..Desa > < .1gl bin, th_ >
Yang Memberi, Yang Menerima,
< Nama Pemberi.. > <,.Nama Penerima. >

M



S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanga Desa Semester Pertama

Contoh

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA..............

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REKENING

ANCGGARAN
(Rp)

REALISAS]
ANGGARAN

(Rp)

SUMBER
DANA

2

¢

5

6

L=

PENDAPATAN

PADesa

Heasil usaha

. _Obyek Pendapatan>

[Transfer

Pann Desa

WININI=]=]~-

Pendapatan lain-lain

Fenerimaan dari Hasil Kerjasama
tar Desa

-~ Slalalajalalelb)e

wl W

. |<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

nyelenggaraan Pemerintahan
48

nyelenggaraan Belanj
Tetap, Tunjungan dan
rasional Pemerintahan Desa

01

Fenycdiaan Penghasilan Tetap dan
unjangan Kepala Desn

01

[Belanja Pegawni

01

01

nghasilan Tetap & Tunjangan
¢ Desa
.. kRmcian Obyek Belanja>

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan

01

01

lanja Barang dan Jass

01

w|w

Helanja Jasa Honorarium

 Rincian Obyek Belama>

r\:hluanun Pembangunan Desa




213 an
2| 1P5S Pembangunan / Rehabilitasi [ Peningk
21 105 51 3
2] 1pP5 5| 3| 4 lanja Medal Gedung dan
1| 1D5 5| 3] 4 | ... kRincian Obyek Belanja>
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan
arurat dan Mendesak
58 1 Penanggulangan Bencana
5] 1po | 5] 4 Penanggulangan Bencana
5| 1p0 5| 4 Belanja Tak Terduga
3| 1pO 5| 4]00] PBelanja Tak Terduga
5 1pO 5| 4]00 |00 Pelanja Tak Terduga
st
MLAH BELANJA
URPLUS /(DEFISIT)
5 IPEMBIAYAAN
6] 1 Penerimaan Pembiayaan
6] 1] 1 [SiLPA Tahun Sebelumnva
6] 1] 1 | 1 [SiLPA Tahun Sebelumnva
6|l 2 Pengeluaran Pembiayaan
6l 211 Pembentukan Dana Cadangan
6] 212 |1 mbentukan Dana Cadangan
st
SELISIH PEMBIAYAAN
g,
( S RSGERTTT )
Cara pengisian:
Kolom 1 diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bdang;
b, Sub Bidang: dan
c, kegiatan,
Kolom 2 diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
" Bagian perviagmtan diiai:
a. Pendapatan;

b. kelompok pendapatan:

c. jenis pendapatan; dan

d. obyek pendapatan,

Baginn Belanyn duni

a. belanja;

b. jenis belanjn (disesuaikan dengan jenis keguatan);
c. obyek belanja: dan

d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan, (\J "
/ :




b. Kelompok pembiayaan; dan

¢. jenis pembiayaan,

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Libat Lampiran A Permendagri ini)
Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom S : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan

Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegintan

(kolom 1.¢) terkait



T.2, Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN |

PERATURAN DESA

NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APBDESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi
halaman
| Laporan Realisasi APBDes
Il Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum
B, Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
Rekonsiliasi SILPA dan Kas
Pendapatan Asli Desa
Dana Desa
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Propinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten /kota
Pendapatan Lain lain
Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
Belan|a Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Pembiayaan
Aset Desa
Penyertaan Modal Desa

MM AR AR A AR AARAARRS R

T 2RO NOU SN0 -

xR xR

Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
Lampiran 2 - ...icarirsesieonnasesasorcssses

" ox®



T.2.a. Format Laporan Realisast APB Desa

LAPORAN REALISASI APH DESA
PEMERINTAH DESA ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGGARAN 20x1
- |Lebihy/
Red Anggaran Realisasi \
PENDAPATAN
Pendupatan Asli Desa cz2 XK XXX XXX 08
Persdapatan Transfer
Dana Desa c3 AKX XXX XXX XN
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah cAa 00 XXX XX XXX
Alokns Dana Desa C.5 AXNXXX OO0 XXX XXX
Bantuan Keusngan Propmsi co XK XNX 2N XK X%
Bantunn Keuangan Kabupaten/kota C.7 TOOLIXX 20X XXX XXX
Pendapatan Lain lain c8 XXX XX XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN 20000 X 00K XXX NNXK
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa COdanCl5 K KX K XXX XXX
Bidang Pelaksanaan Pembungunan Desa C.10 dan C15 KUK KRR TAOCAXN Xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11dan C15 XX XX XRXXNN XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Cl2dan C15 K XXX AN XN ESS
Bidang Penangulangan Bencana, Keadasn Darurat dan C.13 dan C15§ XXX AXXXXX X008
Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA C.14 X, 300K 00K X XNNXXX XXX
SURPLUS /(DEFISIT) XXX XX XXX XX
PEMBIAYAAN C.15
Penerimaan Pemblayaan K XXN XK KN oK
Pengelunrisn Pembiayaan XOCXXX XXX, XX 200X
PEMBIAYAAN NETTO XX XXX XX XXX XX
SILPA TAHUN BERIALAN XXX XX XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keusngan yang merupakis bugian yang tidak terpiaahian dari Inporan keunngnn




T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM,
Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

A. Informast Umum
Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan Bupati
NO. siuiabepsseedises Tanggl . coenneranncaaninne , saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC
1. Kepala Desa : XXXXX
2, Sekretaris Desa @ YYYYY
3. Bendahara Desa : ZZZ7Z
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di ....oooooviiiciiiinaninienins, Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten

. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dess berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.,
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan
dan telah bersifat definitif,

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsilinsi SILPA dan Kas
SILPA tahun anggaran 20x1 XXX
Mutasi Potongan Pajak
. Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XXX
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan XXX
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (XXX}
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XXX
Saldo Kes per 31 Desember 20x1 X XXX
2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
N (Lebib)/
Anggaran Realisasi kurang
Pendapatan Asli Desa terdin dari:
a, Hasil Usaha 20 XXX 206.XKX XXX
b. Hasil Aset XXX XX XN XKX XXX
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong XX XXX XEX. XXX XXX
d. Lain-lain PADes vang sah XXX XXX XX.00X XXX
XXX, XXX AKX, XXX XXX
3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperolch dari APBN. Jumlah penerimain Dana Desa selama
tahun anggaran 20x] adalah scbagai berikut:

(Lebih)/

Anggaran Realisasi kurang V/
Tahap 1 XXX XXX RXXL XK XXX
Tahap 2 XXX XXX XXX XXX XXX
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Dacmah
Penecrimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Ret Dae ' O_.
Anggaran Realisasi by 7'
kurang
Tahap 1 00X, XXX XXX XXX
Tahap 2 0O XXX XXX XXX XXX
......... XXX XXX XXX XXX XXX
XXX, XXX XX XXX
5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa vang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:
Anggaran Realinas (Lebih}/
kKursng
Tahap 1 JOTXXX XXX, XXX AKX
Tahap 2 2000 XXX XXX, XX XXX



aaaaaaaaa

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propingi .........- adalah sebagai beikut:

..................

------------------

..................

------------------

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:

Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak
ketigs

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Desa

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
sehelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas
Desa

Bunga bank
Lain-lain pendapatan yang sah

9. Belanja - Bidang Penyelenggarann Pemeriniahan Desa

BNXXLXAX

XXX, XXX

XNXX.XXX

A8

I bih
Anggaran Realisasn gﬁmn_z
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX JOOK, XXX XXX
0K XXX K. XXX KKK

...........

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Belanja Pegawai

Belanjo Barang dan Jasa
Belanja Modal

10. Belanga - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Madal

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Relanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarnkat Desa terdiri dari;

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

i e (Lebih) /

Anggaran Realisasi kurang
XHX KX XX XX XXX
XXX XX XXX IOEX XXX

(Lebih)/

Anggaran Realisasi kurang
XXX KKK HRXXXX XXX
K O0K XX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XK XXX XXX
00X AXHXHK XXX
XK XXX XXX XXX
00K, XXX KRN XXX XXX
XXX XXX KX XXX
HEr Lebin
Anggaran Realisas: Lumg{\/
XXX XXX XX XXX XXX
XX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX, XXX XXX
XX XXX XX, XXX XXX
Lebi

Anggaran Realisasi ‘kura);lé
XXX XXX XHX XXX
XXX, XXX XN XX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX

TR {Lebih)/

Anggaran _ Realisasi kurang
AXX.XXX XX, XX XXX
XXX XXX XXX XXX XX
KXK XXX XXX, XX KXK

. Realisasi (Letah)/
XK KK KKK XXX
XXX XXX RXHLXXX XXX
XK, KKK XXX XXX XXX

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa



Selama tahun anggarun 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan Keadaan

darurat schagai berikut

................

14. Belanja Desa dalam kiasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Belanjn Pegawni
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Jaminan Keschatan Kepala Desa dan Perangkat

Desa
Tunjangan BPD

Belunjn Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan Kantor

Belanju Jasa Honorarium

Belanjn Operasional Aparatur Desa

Belanja Jasa Scwa

Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Pemeltharaan

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat

Betang Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Modal Pernlatan, Mesin, dan Alat Berat
Belanja Modal Kendarasn

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanjn Modal Jalan

Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainasc
Belanjs Modal Jaringan/ Instalasi

Belanja Modal lainnya

15. Belanja Desa dalam klasifikas: Sub Bidang (Fungsi)

Ridang Penyelenggaraun pemerintahan Desa

Sub Bidang Penvelenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan

Sub Bidang Pertanahan

Hidang Pembangunan Desi

Sub Bidang Pendidikan

Sub Bidang Keschatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Bidang Kawasan Permukiman

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Bidang Pariwisata

: Lebth
Anggaran Realisasi ¢ )
XXX XXX XXX
XXX XXX 20X XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
S Lebih

Anggaran Realisast ! i
XXK.XXX XXX OEX XXX
XXX XXX KKK XXX XXX
XXX XXX XXX.XXX XXX
XXX XN XXX h o v ¢
200 XXX KXK XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
AN XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XL XXX XXX
XX XXX XXX. XXX XXX
XK. XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XN XK XK. XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XK. XXX NN XXX XXX
XX XXX XXX XXX
XXX, XXX XXX XXX xXxXx
XXX, XXX XXX XXX xXxx
XXX XXX XXX, XXX XXX
XXX XXX XXX, XXX XXX
XXX XXX XX XXX XXX

) {Lebih)/
Anipatn: . EeoRseR kurang
XXX XXX 2006 XXX XXX
XXX XXX XXX, XXX XXX
KXK. XXX XXX XXX XXX
XXX 300X XXX XXX XXX
20, XXX KL XX XXX
X, X0 XKL XXX XXX
XXX, XK XN XXX XXX
XXX XXX XHH XXX XXX
XX XXX XXX XXX XXX
XKL XOXK XXX XXX XXX
XXX, XXX XXX XXX
KX XXX XXX XXX XXX
XXX XX XXX XXX
N XXX XX XXX XXX




Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan XX .00 XXX XXX

Pelindungan Masyarakat

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan XXX XXX

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga XKL XXX 00 XXX

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Penkanan XXX XXX XXX XXX

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan XXX XXX XK XXX

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa XXX.XXX XXX XXX

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, XXX XXX XXX XXX

Perlindungan Anak dan Keluarga

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan XXX. XXX XK XXX

Menengah (UMKM)

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 00K XK. XKK

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian XXX XKX XXNXXX
A 00K XXX XXX

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana XXXXKX XKL KKK
Sub Bidang Keadaan Darurat O XXX NN XXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak. 2000 XXX XEX XXX
XXX XXX XXX, XXX

16, Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagal berkut:
Anggaran Realisasi

Fg Aig8 488 @ H HEE HEEA #

Penerimann Pembiaysan XN XXX XXX XXX XxXx
Pengeluaran Pembiayaan XXX XXX XXX XXX XXX
XX 30K NN KX XXX

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1, SILPA tahun anggaran sebelumnya X XKX 20OCXNK Xxx
2. Pencairan Dana Cadangan XXX XXX FOCX 00 XXX
3. Hasil Penjunlan Kekayaan Desa yang dipisahkan XXX XK. XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

Pengeluaran Pembiayaan terdin dan:

1. Pembentukan Dana Cadangan XXK-XHKX 200K XXX XXX
2. Penvertaan Modal Desa XA XXXXXX
XXX XXX XK XXX XXX
17. Aset Desa
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,
_ Penambahan/
i e (Pengurangan)
Tanah XXX XXX XXX XXX
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat XXX XXX F000XXX XXX
Kendaraan XX XXX XXX NXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX .00 XXX XXX XXX
Jalan XXX KX XX XXX XXX O‘L
Jembatan XXX XXX XK XXX XXX
Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase XKNXKX XXX XXX XXX ’(
Jaringan/ Instalast 2000.XXX XXX.XXX XXX
Aset Tetap lainnya XXX A0 XXX XXX
Ronstruksi dalam Pengerjaan XN XXX XXX XXX XXX

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ...
18. Penyertaan Modal Desa
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

Penambahan/

20x0 20x] |Pengurangan)
BUMDes XXX XN XXX 00 XXX XXX
BUMDes YYY XXX XXX NN XXX XXX
Sebiitiedd NN XXX 200K, XXX XXX
XX XXX XXX XXX XXX



OO0/ DOn SRy

iReg) vy g owp ) iy owngy e e g g
X0 ] sawgeianag) | Asd e ey I oL

¥

Ladil

=i

'y

b}

e e e T
ooy

000" 00V WUE 1egtsviay

000 000 08 LAl 4

on0'oan'uet rioe
000 o00'te v
00 oon'oe proe
OO0 000/ 0K proe

W 00E ke VIOE TR £ o

T
PRI SN TR TR |
g e ey X
c

X
gy wles )
wiey daay wvy ¥

v
= ’
D ) Sy ] e usismg |
TV eI (A

e ——a Ol —

uwi 2 OOF SO ey s |
ey ep Banpes A)
— — cessisemion

PR s T oe bt
as.!..!iif!..ooburl.!c:.

NwmE oo a0l i FHR =g TR
urmgwIELYy 1)
—
o NG,
A oo ey rioe Ol midmany |
el LRL VL B R L L I )
iigﬂ-gu_ il o Ol vyt sty oo
UUTE I [T
oo oo o [ LGRS sl foRr @Rt P8 OOPE vty iy e |

| Lo S |

TRy WRI] TV O [WRIIL otRi SRr  (WeL Sy SR ey W ey S N
e Ll | it i o

X0 smpumenar] §i e wvar) depa g sy Ty

FAX wmwming vy T ey
TRTV T T,

L]

Rt L I BB S TR e o




Buun yuegaeg Ap Bun s usg yepd neef ueg eeeises vivpuas Juelungens (eSRp Wi | oy

OQ(:CQQD%!Z‘BJE:.E«.%!:'E;E—%!.‘ £ @y
(V) weng vimeg ieoly veeunEEued gepunf aviiap wem £ wojoy
) weag Wi owwnnHisad yejual aeBusp e 1| wajoy
weredon serusenid selosd unluap 1us) 0] wojoy
uneunp Fom A eeenBBus sewwiinas iip & wnjoy
usTgos LR (WD 8 togay
> oS wasa fum  sngeuy waingos R 2 ey
ey M p Bum A wsmp e usSaap WP Q wsgoy
e
< woped - oy Dow il
W =siuslon oo e ey e foum(
* Jiesr « muafan Bowd e Susiwy fawuniheeg /uwmerial
MULNGA TRIIRG [BIp € Wejey
U eosasp Wi egnBeoy wmmos wnp ¥ wefoy
twwifiay Lup 1ndino v wip £ ooy
| wenwwpep quis R e g4y depep v euewuieges uvieilsy sl Jmagyiacod wip T werey

uupwiley Buioessy spoy >
uvp Fuepg qog Racorey) spoy Q
‘Faupig Puisesal apiyg ynaun w
uwyeiiey vy Fuupg (0g Toepig Ransagey spooy eluep snp | mmgey
ey i ediing winy
T T R .

ueun ey
— PEIL R R ....-
m
wsa(] wpuday
yepang
— — 8
1 £l 4 11 01 =) ) L 9 S t T 4
—foa) JE_“
(@) () (dyg) | ko) vwmdep | venduy  Juemeg|  smmoN ammoA
ure] | uney |esaq wumg| wwaq
AnauSg] .Saml mwjory | wue( 1SYSUIvVay YNVONTH ONININTA
VNV §3HNNS 1NdL00 LNALN0 YINVN NYIVan JAAON ,
meras SNIAOSd
TR T "

HHANTSIA T - VANV 10 / (VIVINED 331ISTWES) INOP OF © IIVANVI [0 300REd
NVIVIOFN ISVSITVEY NVEOIV

VSAQ BV 1SVSITVEY
NYEVAMYTONNDDNYIHEL NVEOIYT
DNVANTL
TTUNMHVYL T ONOX
YEAU NVAMLVEES

1 NVEIAWYT unge L Sy oeeiday wsesieey twode] trausy e



T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnva Yang Masuk Ke Desa

LAMPIRAN 11

PERATURAN DESA

NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB

DESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE

DESA
B 300000 RGiaudaetteereeaiesnbhiniivare
KeCAMAAN iiiieisssssisiissssssssinss
Kabupaten e
POOMIE 00 Siissiesibrasaessresbenessens
Kegiatan An
No.  [Program enis Lokasi Nolume [Satuan Pumlah Sumber Dana
Kepala Desa
............................................... |
BUPATI KUBU RAYA.V/
= —= N
— T —
" RUSMAN ALI
Digndangkan &
mmpm'w 2018 {
F, SEXRE TARIS DAERAH YABUPATEN KUBU RAYA
ODANG PRASETYO
GERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR . F s




